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PENETAPAN
Nomor 0581/Pdt.P/2016/PA.SS
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas
perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang
dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore

Kepulauan, diajukan oleh:

Muslim Sinen, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.006 RW. 002 Kelurahan
Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya

disebut sebagai “Pemohon I’;

Sumiati Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan
SLTP, tempat tinggal di RT.006 RW. 002 Kelurahan Goto,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut

sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;
Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam hal ini disebut
sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register
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perkara Nomor 0581/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 4 Agustus 2016, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah yang
menikah di Kelurahan Goto pada tanggal 15 Oktober 1999, dengan wali
nikah Rakib Usman dan maskawin berupa Uang Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah
antara lain Abas Barham dan Amir Barham, namun perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di register Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tidore;

2. Bahwa status Pemohon | dan Pemohon Il pada saat menikah adalah
perawan dan jejaka dan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah,
baik halangan syar’l maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon | dan
Pemohon Il berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang
keberatan terhadap perkawinan Pemohon | dan Pemohon lI;

4, Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il hidup
sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4
(empat) orang anak bernama:

- Sahril Muslim, laki-laki, umur 15 tahun;

- Juwita Muslim, perempuan, umur 11 tahun;
- Saldi Muslim, laki-laki, umur 2 tahun;

- Habibi, laki-laki, umur 8 bulan;

5. Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan mengurus
akta kelahiran anak keempat bernama Habibi;

Oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il bermohon agar
pernikahan Pemohon | dan Pemaohon Il ini di itsbatkan untuk mengurus akta
kelahiran anak keempat bernama Habibi;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muslim Sinen)
dengan Pemohon |l (Sumiati Usman) yang dilaksanakan pada
tanggal 15 Oktober 1999 di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore;

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah
dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman
Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
tanggal 05 Agustus 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang
mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah

sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |, Nomor
8272011601770003, tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos,

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
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2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor
8272015511770005, tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos,
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor Kk.27.05.1/PW.01/120/2016
tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon
adalah surat-surat asli, dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah
memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti
saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara

terpisah yaitu:

1. Yusuf bin Gani, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS pada kantor Lurah Goto, bertempat tinggal di Kelurahan
Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena para
Pemohon tinggal sekampung dengan saksi;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kelurahan Goto;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah, sesusuan ataupun semenda;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon Il bernama
Rakib Usman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh Abas Barham dan Amir

Barham;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara syariat Islam;

- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon |
dan Pemohon Il hidupn rukun dan damai sampai saat ini;;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah

untuk mengurus akta kelahiran anak keempat;

2. Djafar Mahmud, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS pada kantor Lurah Goto, bertempat tinggal di Kelurahan
Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena
bertetangga;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kelurahan Goto;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah, sesusuan ataupun semenda;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon Il bernama
Rakib Usman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara syariat Islam;

- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon |
dan Pemohon Il hidup rukun dan damai sampai saat ini;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah

dan mengurus akta kelahiran anak keempat;
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Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau
sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal
selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan
berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, para Pemohon beragama Islam dan
permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan
perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku Il Edisi 2013
yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta
Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

pengesahan perkawinan/itsbat nikah;
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah
dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman
pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari
sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Agama Buku Il Edisi 2013 yang diterbitkan oleh
Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman
145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan
dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana
termuat dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para
Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai
dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, bermaterai cukup,
dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi
bukti tersebut tentang alamat Pemohon | sehingga mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, bermaterai cukup,
dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi
bukti tersebut tentang alamat Pemohon Il sehingga mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan tentang terjadinya perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi | Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | Pemohon mengenai dalil
permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang

dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang
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harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Il Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Il Pemohon mengenai dalil
permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat
sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti
tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan

fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah warga Kelurahan Goto,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (bukti P1 dan P.2);

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 15 Oktober
1999 di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan menurut
syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah wali nasab, dengan
disaksikan oleh dua orang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
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- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama dan tidak ada pihak
lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon | dan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki buku
nikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah
dan mengurus akta kelahiran anak keempat bernama Habibi;

Dari fakta kejadiaan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah warga Kelurahan Goto,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah yang
melaksanakan perkawinan di Goto, menurut syariat agama Islam,
dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat
diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan
dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya
keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan
sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka

yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1
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tahun 1974 sehingga Pemohon | dan Pemohon Il dapat mengajukan
permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan
adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan
masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum
Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan
rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
dilaksanakan menurut syariat agam Islam sebagaimana dalam fakta hukum,
dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama
Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29
Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan
sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil
permohonan pengesahan perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan
pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian
hukum yaitu mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak
yang bernama Habibi, laki-laki, umur 8 Bulan, maka demi kemaslahatan
para Pemohon dan anak tersebut, sehingga menurut hakim tujuan tersebut
telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalii permohonan para

Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan
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dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Figih,
halaman 93, yang berbunyi :

ol pble axz g1l 2gaiv YW azg; LM L9 ,£ Ho

leslgis] Me Juds> al sy

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai

istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan
suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

9% po aloguing aizue 4S5 sliel e Tl Secall 9
Joare guanlivg o Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang
pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang
sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang

saksi yang adil”;

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh
karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka
petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan
antara Pemohon | dengan Pemohon |l yang dilaksanakan menurut syariat
agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kelurahan Goto, Kecamatan
Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti
pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah
sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari
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mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan
pernikahannya supaya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon
dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan,
maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat,segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

=

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muslim Sinen) dengan
Pemohon I (Sumiati Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 15
Oktober 1999, di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore
Kepulauan;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tidore;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000 ( dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26
Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437
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Hijriah, oleh saya Zahra Hanafi, S.H.l., M.H sebagai Hakim tunggal,
putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum, dibantu Mariani Saimima, S.H sebagai panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim

ZAHRA HANAFI, S.H.l.,M.H

Panitera Pengganti

MARIANI SAIMIMA, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Rp. 130.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-
(' dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

o M DN
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